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Abstrak

Upah merupakan tujuan utama bagi seseorang dalam melakukan pekerjaan.
Pekerja disini tidak hanya terbatas pada pekerja dewasa, melainkan juga anak
yang terpaksa bekerja. Pekerja mengharapkan dengan mendapatkan upah,
kualitas kehidupan mereka akan menjadi lebih baik lagi setiap harinya. Anak
yang terpaksa bekerja bukan karena keinginan mereka, namun karena himpitan
keadaan ekonomi yang memaksa mereka untuk melakukan pekerjaan.
Keberadaan mereka seringkali dimanfaatkan oleh majikan atau pengusaha untuk
mendapatkan pekerja dengan upah yang rendah. Lantas apakah pemberian upah
yang rendah seperti ini diperbolehkan untuk dilakukan? Peraturan apakah yang
dapat diterapkan oleh pemerintah untuk mencegah pengupahan yang tidak layak
bagi anak yang terpaksa bekerja? Maka dari itu dibutuhkan sebuah peraturan
mengenai upah minimum bagi anak yang terpaksa bekerja, yang akan berguna
untuk memberikan perlindungan dalam hal pengupahan terhadap mereka.

Penulisan hukum ini dikaji dengan menggunakan metode penelitian hukum
yuridis normatif, yaitu dengan menggunakan teknik dalam pengumpulan data
dengan mengacu atau berpegang pada segi- segi yuridis. Penelitian ini akan

meneliti dengan mempelajari berbagai literatur atau bahan hukum sekunder yang
berhubungan dengan objek penelitian.
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Masalah-masalah di bidang ketenagakerjaan yang terjadi di Indonesia dapat
dikatakan cukup beragam. Mulai dari permasalahan jumlah dan pertumbuhan
penduduk, struktur umum, terbatasnya tingkat pendayagunaan tenaga Kkerja,
penyebaran penduduk, tingkat pendidikan, hingga keterbatasan daya serap
perekonomian®. Permasalahan ini menjadi begitu rumit dengan adanya masalah
pembangunan dan kegiatan ekonomi yang belum dapat menyediakan kesempatan
kerja yang memadai bagi penduduk Indonesia yang berusia produktif?. Kendala di
bidang ekonomi tersebut pada akhirnya akan mengakibatkan semakin
meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia.

Mendapatkan pekerjaan juga ternyata tidak memberikan sebuah solusi akhir,
karena dapat menimbulkan suatu kemungkinan adanya masalah baru. Selayaknya,
ketika seseorang memiliki pekerjaan, maka akan memberikan harapan untuk
mendapatkan kulitas hidup yang lebih baik, namun yang terjadi justru sebaliknya.
Ketika seseorang mempunyai pekerjaan, maka permasalah baru yang dapat timbul
yaitu berupa syarat kerja yang tidak memadai serta penghasilan yang kurang
layak®. Hal ini dapat diartikan bahwa jika dalam satu keluarga penghasilan yang
didapat oleh kepala keluarga tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-
hari keluarganya, maka keluarga tersebut masuk dalam kategori keluarga yang
tidak mampu secara ekonomi. Penghasilan orang tua yang rendah inilah, yang
mengakibatkan anak terpaksa untuk bekerja meskipun tidak memiliki bekal

keterampilan®. Faktor kemiskinan tersebut yang membuat seorang anak terpaksa

! Aloysius Uwiyono, dkk, Asas-Asas Hukum Perburuhan, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta,
2014, him. 29

2 1bid.

% Ibid.

4 Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesial, Modul Penanganan Pekerja
Anak, 2005, him. 16, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo-


http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo-jakarta/documents/publication/wcms_120565.pdf

untuk bekerja, baik untuk memenuhi kebutuhan keluarganya atau untuk

memenuhi kebutuhan dirinya sendiri®.

Pengertian mengenai anak sendiri sudah banyak tercantum dalam berbagai
peraturan perundang-undangan. Dari beberapa peraturan yang ada, definisi
mengenai anak tidak selalu sama. Hal ini dikarenakan peruntukkan dari
perundang-undangan itu sendiri tidak sama. Sebagai contoh, pengertian mengenai
anak di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tetang Ketenagakerjaan
(Undang-Undang Ketenagakerjaan), terdapat sedikit perbedaan dengan pengertian
anak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
(Undang-Undang Perlindungan Anak). Sesuai dengan kondratnya, anak masih
sangat rentan, tergantung, lugu, dan memiliki kebutuhan-kebutuhan yang bersifat
khusus®. Kebutuhan dan sifat khusus inilah, yang membedakan antara orang
dewasa dengan anak. Oleh karena itulah, seorang anak membutuhkan perawatan
dan perlindungan secara khusus agar mereka dapat berkembang secara penuh,

baik secara fisik maupun mental.

Setiap manusia di dunia ini sudah dilekatkan dengan hak semenjak lahir,
begitu juga dengan anak sebagai penerus bangsa’. Anak mepunyai hak asasi dan
hak dasar yang harus dipenuhi oleh orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Hak
asasi dan hak dasar anak diatur melalui Undang-Undang Perlindungan Anak dan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Perubahan Undang-Undang
Perlindungan Anak). Selain yang termuat dalam peraturan perundang-undangan
tersebut, bentuk lain dari hak anak yaitu jaminan untuk dapat tumbuh dan
berkembang secara optimal baik secara fisik, mental, sosial, dan intelektual®. Hal
ini berarti seorang anak dijamin untuk mendapatkan kepastian hukum dalam hal

jakarta/documents/publication/wems_120565.pdf , diuduh pada tanggal 12 Desember 2016 pukul
20.02 WIB

5 Hardius Usman dan Nachrowi Djalal Nachrowi, Pekerja Anak di Indonesia (kondisi, determinasi
dan eksploitasi), PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004, him. 2

® 1bid., him. 1

" Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, op.cit., him. 8

8 Ibid.


http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo-jakarta/documents/publication/wcms_120565.pdf

mengembangkan diri mereka. Hak asasi dan hak dasar anak wajib dilindungi dan
dijamin baik oleh orang tuanya, masyarakat, bahkan negara, sehingga para pihak
ini mempunyai andil dalam memberikan perlindungan terhadap hak anak.

Perlindungan ini bertujuan agar anak mendapatkan penghidupan yang layak.

Idealnya, anak-anak memang seharusnya tidak perlu bekerja, akan tetapi
keadaan ekonomi memaksa mereka untuk bekerja®. Seharusnya dalam usia anak-
anak mereka menggali ilmu pengetahuan melalui jenjang pendidikan dan
melakukan kegiatan-kegiatan yang berguna untuk mengembangkan minat serta
bakat mereka. Akan tetapi, yang terjadi justru sebaliknya, keadaan perekonomian
membuat anak-anak terpaksa untuk bekerja. Jika mereka bisa memilih, anak yang
terpaksa bekerja pasti lebih memilih untuk dapat menimba ilmu di sekolah, namun
apa daya pada nyatanya mereka tidak mempunyai pilihan selain jalan untuk
memperbaiki kehidupan perekonomiannya.

Hasil Survei Pekerja Anak 2009'° (SPA), menunjukkan jumlah anak yang
bekerja pada tahun 2009 sebanyak anak usia 5-17, sekitar 58,8 juta, 4,05 juta atau
6,9 persen dianggap sebagai anak-anak yang bekerja. Dari total anak yang
bekerja, 1,76 juta atau 43,3 persen adalah pekerja anak!. Hasil survei tersebut
menunjukkan angka yang cukup tinggi untuk jumlah pekerja anak di Indonesia.
Tidak hanya berdasarkan hasil survei SPA saja, berdasarkan Statistik
Kesejahteraan Rakyat 1996, terungkap bahwa 80 persen dari pekerja anak,
terutama yang berada di daerah pedesaan, bekerja tanpa bayar'?. Sebagian besar
pekerja anak tersebut bekerja di bidang pertanian, pertambangan dan penggalian,
konstruksi, manufaktur, dan transportasi'®. Data diatas rasanya cukup menjelaskan
atau menggambarkan banyaknya jumlah pekerja anak di Indonesia.

® Hardius Usman dan Nachrowi Djalal Nachrowi, op.cit., him. 2

10 SPA merupakan salah satu bentuk program survei terhadap pekerja anak yang diadakan oleh
Badan Pusat Statistik (BPS)

1 International Labour Organization,
http://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_122351/lang--en/index.htm, diunduh pada
tanggal 10 Desember 2016 pukul 12.00 WIB

12 Candra Gautama, Konvensi Hak Anak (Panduan Bagi Jurnalis), Lembaga Studi Pers dan
Pembangunan, Jakarta, 2000, him. 46

13 bid.


http://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_122351/lang--en/index.htm

Pada prinsipnya “Anak-anak dilarang bekerja”, sesuai dengan ketentuan pada
Undang-Undang Ketenagakerjaan. Keberadaan peraturan mengenai hal tersebut,
memberikan penegasan bahwa anak-anak memang dilarang untuk melakukan
suatu pekerjaan. Namun, Pemerintah Indonesia melihat bahwa pengaturan
megenai hal tersebut pada undang-undang ini tidak bisa diterapkan secara
absolut!®. Hal ini dikarenakan pada dasarnya masih banyak anak-anak di
Indonesia yang terpaksa untuk bekerja demi membantu orang tuanya®®.
Pengecualian terhadap anak-anak yang terpaksa bekerja ini, dilakukan oleh
pemerintah dengan melihat keadaan di Indonesia pada saat ini, dimana masih
terdapat banyak anak yang terpaksa bekerja karena faktor kemiskinan.

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia memberikan pembatasan-pembatasan
yang berhubungan dengan anak yang terpaksa bekerja'®, sebagaimana yang diatur
dalam Pasal 69 ayat (1) dan (2) pada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pasal
tersebut merupakan sebuah pengecualian bagi anak yang terpaksa untuk bekerja.
Beberapa syarat yang tertera dalam pasal diatas, harus dipenuhi terlebih dahalu,
agar, anak dapat melakukan pekerjaan. Pembatasan ini diberikan oleh pemerintah
dengan maksud untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak yang terpaksa
bekerja. Salah satu kriteria pembatasan yang diberikan oleh pemerintah adalah
anak yang terpaksa bekerja harus menerima upah sesuai dengan ketentuan yang

berlaku. Namun, pengaturan upah ini justu menimbulkan persoalan baru.

Pada nyatanya pengaturan mengenai upah pada Pasal 69 ayat (2) huruf g
Undang-Undang Ketenagakerjaan justru menimbulkan suatu permasalahan bagi
anak yang terpaksa bekerja, yaitu tidak adanya penetapan besarnya upah yang
pasti yang harus diberikan oleh majikan atau pengusaha kepada anak yang
terpaksa bekerja, sehingga besarnya upah akan ditentukan sesuai dengan

kebebasan dari pihak majikan atau pengusaha. Hal ini bertentangan karena

14 Evans Angokaming Djehadut dan Ni Putu Purwanti, Penerapan Prinsip “The Best Interest Of
The Child” Pada Kehidupan Anak Yang Terpaksa Bekerja Di Indonesia, him. 2,
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=12439&val=908, diunduh pada tanggal 10
Desember 2016 pukul 12.30 WIB

15 Iman Soepomo, Hukum Perburuhan, Djambatan, Jakarta, 1987, him. 99

16 Evans Angokaming Djehadut dan Ni Putu Purwanti, loc.cit.


http://download.portalgaruda.org/article.php?article=12439&val=908

penetapan upah oleh pengusaha tidak dapat ditentukan secara sepihak, tetapi harus
mengikuti ketentuan-ketentuan dari upah minimum yang telah ditetapkan oleh
pemerintah!’. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang
Pengupahan juga tidak memberikan pejelasan atau pengaturan yang spesifik

mengenai upah minimum bagi anak yang terpaksa bekerja.

Hak setiap pekerja, dalam hal ini termasuk anak yang terpaksa bekerja berhak
untuk memperoleh upah atau penghasilan yang seharusnya memenuhi standar
kelayakan hidup. Ketentuan mengenai upah merupakan kebijakan yang dapat
dikeluarkan oleh pemerintah, karena pejaminan terhadap hak anak merupakan
salah satu kewajiban yang dipikul oleh pemerintah. Kebijakan ini dikeluarkan
demi melindungi pekerja. Pengertian dari upah sendiri tercantum dalam Undang-
Undang Ketenagakerjaan. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan upah yang
diberikan oleh majikan atau pengusaha dalam bentuk uang harus sesuai dengan isi
dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Namun, upah yang diberikan oleh
majikan atau pegusaha juga harus didasarkan pada peraturan yang telah ditetapkan

oleh pemerintah.

Upah memegang peranan yang penting dan merupakan salah satu ciri khas
dari perjanjian kerja, bahkan yang lebih khusus lagi upah bagi sebagian besar
orang merupakan tujuan yang utama mengapa mereka melakukan suatu
perkerjaan®®. Jika upah tidak ada, maka esensi dari suatu perjanjian kerja juga
tidak ada’®. Karena pada prinsipnya apabila seseorang melakukan pekerjaan, maka
mereka mempunyai hak untuk mendapatkan upah, begitu juga sebaliknya.
Besarnya jumlah upah yang diterima seseorang menjadi penentu apakah
kebutuhan hidup mereka akan terpenuhi atau mereka akan tetap berada di garis

kemiskinan.

17 Jimmy Joses Sembiring, Hak dan Kewajiban Pekerja berdasarkan Peraturan Terbaru, PT
Visimedia Pustaka, Jakarta Selatan, 2016, him. 62

18 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta,
2000, him. 56

19 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan (Edisi Revisi), PT RajaGrafindo Persada,
Jakarta, 2014, him. 64



Kebijakan pengupahan yang dibuat oleh pemerintah dapat diwujudkan dalam
beberapa bentuk, salah satunya dalam bentuk upah minimum sesuai dengan Pasal
3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan
(Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan). Pasal tersebut mengandung arti
bahwa bentuk dari tanggung jawab pemerintah terhadap tenaga kerja di Indonesia
adalah dengan menetapkan upah minimum. Kegunaanya agar majikan atau
pengusaha dapat memberikan upah yang besarannya sesuai dengan ketentuan
dalam peraturan perundang-undangan. Tidak hanya itu saja, pengaturan upah

minimum akan meminimalkan terjadi eksploitasi pada pekerja melalui upah.

Pemerintah dalam hal melakukan penetapan mengenai upah minimum harus
didasarkan pada kebutuhan hidup layak dan keadaan dari pekerja?’. Tidak
terkecuali bagi anak yang terpaksa bekerja, mereka juga mempunyai hak untuk
mendapatkan upah minimum yang layak demi mempertahankan kehidupan
mereka. Penetapan upah minimum ini, harus dilakukan oleh pemerintah dengan
melihat keadaan dari pekerja itu sendiri. Dalam melakukan penetapan upah
minimum bagi anak yang terpaksa bekerja, maka pemerintah harus
memperhatikan kebutuhan dan kekhususan dari seorang anak. Pemerintah dapat
turut serta dalam pembuatan standar upah terendah atau upah minimum, melalui

berbagai peraturan perundang-undangan?:.

Berdasarkan uraian diatas, maka apakah pengaturan mengenai upah minimum
bagi anak yang terpaksa bekerja dapat menggunakan atau merujuk pada ketentuan
di Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan? Mengingat
ketentuan dalam Pasal 69 huruf g Undang-Undang Ketenagakerjaan, anak yang
terpaksa bekerja harus mendapat upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sedangkan, ketentuan yang mengatur secara spesifik tentang upah bagi anak yang
terpaksa bekerja tidak ada. Lalu, harus berdasar apakah majikan atau pengusaha

memberikan besaran upah?

20 Agusmidah, dkk, Bab-bab tentang Hukum Perburuhan Indonesia, Pustaka Lasaran, Bali, 2012,
him. 23
21 1bid., him. 150



Permasalahan yang terjadi tidak hanya berkaitan tentang tidak adanya
pengaturan mengenai upah minimum bagi anak yang terpaksa bekerja, tetapi juga
apakah dengan adanya pengaturan mengenai hal tersebut akan bertentang dengan
prinsip “Anak-anak dilarang bekerja”? Apakah dengan adanya pengaturan
mengenai upah minimum bagi anak yang terpaksa bekerja mengakibatkan anak
dilegalkan untuk bekerja? Permasalahan ketidakpastian hukum mengenai
besarnya upah yang harus dibayarkan oleh majikan atau pengusaha kepada anak
yang terpaksa bekerja dan akibat dari pengaturan mengenai upah bagi anak yang
terpaksa bekerja inilah yang akan dikaji oleh penulis. Beberapa permasalahan
diatas yang akan penulis kaji atau bahas dalam penulisan hukum ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka penulis

merumuskan beberapa masalah, yaitu :

1. Apakah pemerintah perlu membuat pengaturan mengenai upah minimum
bagi anak yang terpaksa bekerja?

2. Bila peraturan tentang Upah Minimum bagi anak perlu dibuat, apakah
pengaturan upah minimum pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun
2015 tentang Pengupahan, dapat diterapkan bagi anak yang terpaksa
bekerja?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan

dari penulisan ini adalah :

1. Menganalisis penerapan peraturan upah minimum pada Peraturan
Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan terhadap anak
yang terpaksa bekerja.

2. Menganalisis mengenai kebutuhan pengaturan upah minimum bagi anak
yang terpaksa bekerja.

3. Menganalisis mengenai pengaturan upah minimum bagi anak yang

terpaksa bekerja terhadap prinsip “Anak-anak dilarang bekerja”.



1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis untuk meneliti permasalahan
pengaturan penetapan upah minimum bagi anak yang terpaksa bekerja adalah
Yuridis Normatif. Metode yuridis normatif merupakan metode yang digunakan
dalam pengumpulan data dengan mengacu atau berpegang pada segi- segi
yuridis??. Alasan penulis menggunakan metode ini, karena penulis ingin mengkaji
permasalahan mengenai perlu atau tidaknya pengaturan mengenai upah minimum
bagi anak yang terpaksa bekerja dan bentuk peraturannya. Masalah ini akan
ditinjau berdasarkan konsep-konsep dan teori-teori yang ada di dalam bidang
hukum. Untuk itulah, maka penelitian ini akan menggunakan sumber data

sekunder.

Data sekunder ialah data yang diperoleh dengan melakukan suatu penelitian
kepustakaan untuk mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat atau tulisan
dari para ahli atau pihak-pihak yang berwenang dan juga untuk mendapatkan
informasi baik dalam bentuk formal maupun naskah resmi?3. Data sekunder dapat
berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, konvensi, peraturan perundang-
undangan dan arsip baik yang dipublikasikan secara umum atau tidak?*. Dalam
hal penelitian ini, penulis akan menggunakan buku dan peraturan perundang-
undangan yang berhubungan dengan Hukum Ketenagakerjaan.

Beberapa peraturan perundang-undangan, konvensi, konsep teori, dan asas yang

akan digunakan dalam pembahasan masalah ini adalah :

1. Peraturan Perundang-Undangan :
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan
Anak;
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak;

22 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia,
Jakarta, 1990, him. 116

23 |bid., him. 107

2 |bid., him .11



d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak;
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988
tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai
Masalah;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
2. Konvensi :
a. Konvenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
b. Konvensi ILO Nomor 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum
untuk Diperbolehkan Bekerja;
c. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-Hak
Anak.
3. Konsep Hukum :
a. Konsep Hak dan Kewajiban.
4. Teori Hukum :
a. Teori Keadilan.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB | : Pendahuluan

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang
mengakibatkan seorang anak terpaksa untuk bekerja dan masalah yang timbul
akibat tidak adanya pengaturan yang pasti mengenai upah minimum bagi anak

yang terpaksa bekerja.
BAB Il : Pekerja Anak dan Perlindungannya di Indonesia

Pada bab ini, penulis akan mengkaji mengenai perlu atau tidaknya
pemerintah membuat pengaturan mengenai upah minimum bagi anak yang
terpaksa bekerja. Penulis akan memaparkan teori-teori yang berkaitan erat
dengan pengaturan upah minimum bagi anak yang terpaksa bekerja .



BAB IlI : Analisis Yuridis Mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun
2015 tentang Pengupahan Terhadap Anak yang Terpaksa Bekerja
dan Akibat dari Pengaturan Upah Minimum Bagi Anak yang
Terpaksa Bekerja

Pada bab ini, penulis akan melakukan analisis terhadap Peraturan
Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, untuk mengetahui
apakah peraturan pemerintah ini dapat diterapkan bagi anak yang terpaksa
bekerja atau tidak. Penulis juga akan menguraikan akibat dari pengaturan
mengenai upah minimum bagi anak yang terpaksa bekerja dan apakah dengan
diaturnya upah minimum bagi anak yang terpaksa bekerja akan bertentangan

dengan prinsip “Anak-anak dilarang bekerja”.
BAB IV : Penutup

Pada bab ini, penulis akan menarik kesimpulan dari isi penulisan hukum

ini.
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